
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR: H TAHUN: 1993 SERI: D NOMOR: 10

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

NOMOR : 2 TAHUN 1992

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI 
BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN KEPADA 

DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk lebih melancarkan
pelaksanaan pembangunan, utamanya dibidang pertanian 
tanaman pangan serta pengisian otonomi yang nyata, 
dinamis dan bertanggung jawab, maka Pemerintah 
Propinsi Daerah Tingkat T Jawa Tengah perlu 
menyerahkan sebagian urusan di bidang Pertanian 
Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang 
perlu mengatur penyerahan sebagian urusan dimaksud 
dalam Peraturan Daerah.

329

LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

NOMOR: 11 TAHON : 1993 SERI: D NOMOR : 10 

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKA TI 
JAWATENGAH 

NOMOR : 2 TAHON 1992 

TENTANG 

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAIJ 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI 

BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN KEPADA 
DAERAH TING KAT JI .. 

Dl!NGAN RAHMAT TUHAN YANG MADA DA 
GUBERNUR KUALA DAERAH TINGKAT I JAWA ftNGAB 

' . 
Mcnimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih lllclancarkan 

pelaksanaan pembangunan, utamanyadibldangpertanian 
lanaman pangan scrta pcnaisian otonomi yang nyata. 
~inamis dan bcnanggung jawab, maka Pemerintah 
Propinsi Dacrah Tingkat 1· Jawa Tengab perlu 
menyerahkan scbagian uruan di bidang Pertanian 
Tanaman Pangan kepada Daemh Tingkat II; 

b. bahwa untuk mwud renebut di atas, maka dipandang 
perlu Q1CD&8tUr penyerahata sebagiao -.arusan dimaksud 
dalmn Pemmu Dael8h. 
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Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; .

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang 
Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan 
Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada 
Propinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 
tentang Bentuk Peraturan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 
tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan 
dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 4 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan 
Tatakcrja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 7 Tahun 1990.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah,

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 
I JAWA TENGAH TENTANG PENYERAHAN SE­
BAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I JAWA TENGAH DI BIDANG PERTANIAN 
TANAMAN PANGAN KEPADA DAERAH TINGAKTII.
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Menginpt: l. Undang-undang .Nomor 5 Tahun 1974 tcntang 
Pokok•pokok Pemerintahan di Daerah; . 

2.- Undang-undang Nomor 10 Tahun 19.50 tentang 
Pcmbentukan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Pcraluran Pemerintah Nomor 31 Tahun l 9S l tentang 
Pelaksanaan Pcnyerahan Sebagian Dari Urusan 
Pemerinlah Pusal Dalam Lapangan Pcrtanian Kepada 
Propinsi Jawa Tcngah; 

4. Pcraturan Mcntcri Dalaln Ncgeri Nomor 14 Taboo 1974 
tentang Bcntuk Pcratu~n Daer.ah; 

5. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 
ten&ang Talaeala Pclaksanaan Pcnycrahan Urusan-uusan 
dari Oacrah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II; 

6. Pcmturan Dacrnh Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tcngah 
Nomor 4 Tahun 1981 tcntang Susunan Organisasi clan 
Tatakcrja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi 
Dacrah Tingkat I Jawa Tengah scbagaimaria telah diubah 
dcnganPeraturan DaerahPropinsi Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah Nomor 7 Taoon 1990. 

Dcngan persctujuan Dewan PenvakilanRakyat Dacrah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah. 

MEMUTUSKAN: 

Mcnetapkan: PERA TIJRAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 
I JAWA TENGAH TENTANG PENYERAHAN SE· 
BAGIAN URUSAN PEMERJNTAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT l JAWA TENGAH DI BIDANG PERTANIAN 
TANAMAN PANGAN KEPADA DAERAH TINGAKT II. 
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah;

b. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II dalam 

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubernur Kepala Daerah atas 
pembinaan di bidang Pertanian Tanaman Pangan, kepada Daerah Tingkat II 
diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang Pertanian 
Tanaman Pangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 
Daerah ini.

BAB n
URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA 

DAERAH TINGKAT II

Pasal 3

Urusan-urusan y ang diserahkan dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi

a. Urusan tugas-tugas untuk memajukan Pertanian Tanaman Pangan terdiri 
dari:

1. Pengumpulan data, analisa dan identifikasi masalah;
2. Perencanaan pelaksanaan program pembangunan;
3. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan;
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pual I 

Dawn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

a. Gubemur Kepala Daerah adalah Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Teogah; 

b. Daerah Tmgkat I adalah Propjnsi Daerah Tingkat I Jawa Ten~h; . 
I 

c. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam 
. Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

Pasal2_ 

Dengan tidak mengurangi pertanggungjawaban Gubemur Kepala· _Daerah atas 
pembinaan di bidang Pertanian Tanaman Pangan. kepada Daerah Tingkat II 
diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan di bidang Pe~n 

Tanaman Pangan sesuai ·denpn ke-..an yang dite_tap~ ~-Peraturan 
Daemh ini. . .. . 

BAB D 
URUSAN YANG-DISERAHKAN KEPADA 

DAERAH TINGKAT II 

Pasall 

Urusan-urusanyangdiserahkan dirnaksud Pasal 2 Pcraturan.Daeiah ini meliputi 

a. . Urusan tugas~\lgas untuk memaj~ Pertanian Tanaman Pangan terdiri 
dari: 

1. Pengumpulan data. analisa clan identifikasi masalah; 
2. Perencanaan pelaksanaan program pembangunan; -
3. Pengendalian dan cvaluasi pelalcsanaan program pembangunan; 
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4. Pelayuan informasi pasar»
5. Pembinaan pengembangan alat-alat pertanian dalam rangka pembinaan 

kelompok tani; .
6. Penyelenggaraan perijinan dan pembinaan usaha pertanian tanaman 

pangan

b. Urusan Penyediaan Benih/Bibit dan Penyelenggaraan Kebun Benih/Bibit, 
terdiri dari:

1. Perencanaan kebutuhan benih sebar dan benih bina serta 
penyelenggaraannya baik padi, palawija dan hortikultura;

2. Pengelolaan balai bcnih/bibit pembantu baik padi, palawija maupun 
hortikultura.

c. Urusan Pencegahan dan Pemberantasan Hama Penyakit dan Bencana Alam, 
terdiri dari:

1. Pembinaan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
2. Pemantauan bencana alam;
3. Pembinaan pengembangan lahan dan tata guna air pada tingkat usaha 

tani;
4. Pembinaan konservasi dan rehabilitasi lahan serta pelestarian sumber 

daya alam dan lingkungan hidup.
5. Pembinaan pola tanam.

d. Urusan Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan, terdiri dari:

1. Demonstrasi-demonstrasi» percontohan dan studi banding
2. Perlombaan dan pameran;
3. Pembinaan kelompok tani;
4. Bimbingan usaha tani;
5. Bimbingan dan pembinaan pasca panen;
6. Kursus-kursus tani.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 4
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4; Pelaylan illf'onnasl )11111; 

5. Peid>inaan~alat..aatpenaniandalamrangkapembiman . 
kelompok tanl; . 

6. Penyelengaraan perijimn clan pcmbinaan usaba pertanian 11n1man 

panpn. 
b. Urusan Penyediaan BenihlBibit dan Penyelenggarun Kebun Bcnih/13ibit. 

tadiri dari : 

1. Perencanaan kebutuhan bcnih scbar dan beoih bina serta 
penyelenguaanaya baik padi, palawija diD hortikulb1m; 

2. PeftFlolaan balai beniM>ibit pembantu bait padi. Dllawija maupun 
bortikullllll. 

c. UrusanPencephandanPembcrantasanHamaPenyaldtdlDBencanaAlmn, 
tadiri dari : 

1. Pcmbinaan pengendalian organisme pcnganggu 1111811111t 

2. Pemantauan beam alam; 
3. Pcmbinaan IJCIIFmbangan lahan dan tata gum ak .. pada tingbt usaha 

4. Pcmbinaan lronsavasi clan sehabilitasi lamn aeita pcleslarian IUll1ber 
daya almn dan lingkungan hidup. . 

5. Pembinaan pola 1anam. 

d. UNSBn Pcnyuluhan Pclllllian Tanaman ~ tenlhi dari : 
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I. Ocmonsuasi-demoasnsi. ~du alibanding 
2. Perlombaan clan pamenm; 
3. Pembinaan kelompok tani; 
4. Bimbingan usaha tani; 

• 
5. Bimbingan dan pem,inaan pasca pancn; 
6. Kwsus-kuJSus tani. 

BAB DI 
KEPEGAWAIAN 

Pual4 



(1) Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat 
II mengenai urusan-urusan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, kepada 
Daerah Tingkat II dapat diperkerjakan dan/atau diperbantukan Pegawai 
Negeri Sipil Pusat dan atau Pegawai Daerah Tingkat I baik struktural 
maupun fungsional.

(2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan dimaksud ayat 
(1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 5

Pada saat pelaksanaan penyerahan sebagian urusan ‘di bidang Pertanian 
Tanaman Pangan, kepada Daerah Tingkat U diserahkan pula sumber-sumber 
pembiayaan dan inventaris barang baik bergerak maupun tidak beigerak yang 
telah berada di Daerah Tingkat n untuk kepentingan penyelenggaraan 
urusan-urusan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban urusan Pertanian 
Tanaman Pangan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Daerah Tingkat I dapat 
memberikan bantuan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat 1L

BAB V 
ORGANISASI

Pasal 7

Pada masing-masing Daerah Tingkat H dibentuk Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan sebagai unsur pelaksana dari Pemerintah Daerah Tingkat II di bidang 
Pertanian Tanaman Pangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh
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( I) Untuk menyelenggarakan wewenang. togas dan kewajiban Daeral,Tmgkat 
II mensenai urusan-urusan dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini,.kepada 
baerah Tmgkat II dapat dipedterjakan danlatau diped,antukan Pegawai 
Ncgeri Sipil Pusat dan atau Pegawai Dacrah Tmgkat I baik SUUktuml 
maupun fungsional. 

(2) Hal~ yug 1>crldnmgall dengan pelaksanaan btentuan dimaksud ayat. 
(1) Pasal ini diatur lebih laqjut olch OubemurKepala Daerah. 

BAB iv· 
SUMBERPEMBIAYMN ))AN KEKAYAAN 

Pual5 

Pada saat pclaksanaan pcnyerahan sebagian urusan 'di bidang Pertanian 
Tanaman Pangan, kepada Daerah Tingkat n diserahkan pula sumber-swnber 
pcmbiayaan dan invcntaris barang baik bcrgcrak maupun tidak bergerak yang 
telah bcmda· di Dacrah ·Tingkat'.'n untuk kcpentingan 'penyelensgaraan 
urusan-wusan Daeah Tiogkat n YaD& bersangkutan. 

Pual6 

Untuk mcnyelenggarakan wewe~ togas dan kew,jiban wusan Pcltanian 
TanamanPangandimaksudPasal3 PeraturanDaerahini.DaerahTmgkatldapat 
memberikan bantuan pcmbiayaan yang dianggarkan dalaJn Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tingkat I kepada Daerah Tingkat IL 

BAB V 

ORGANISASI 

Pual7 

Pada masing-masing Daerah • Tidgbt II dibentuk Dinas Pertanian Tanaman 
Pangan sebagai unsur pclaksana dari Pemerinlah Daeiah Tmgkat II di bidang 
Pertanian Tanaman Pangan sesuai. dcngan pedoman yang diletapkan oleh 
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Menteri Dalam Negeri.'

Pasal 8

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Thnaman 
Pangan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dan 
mulai berlaku setelah mendapatkah pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB VI 
SERAH TERIMA

Pasal 9

(1) Penyerahan secara nyata urusan-urusan di maksud Pasal 3 Peraturan Daerah 
ini, dilaksanakan dengan serah teruna yang menyebutkan hal-hal tentang

v keuangan, utang piutang, barang-barang inventaris, pegawai-pegawai yang 
diperbantukan dan atau dipekerjakan kepada Daerah Tingkat D.

(2) Penyerahan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala - 
Daerah.

BAB VI 
ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

Sepanjang penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, maka pengelolaan urusan- urusan tersebut tetap dilakukan oleh 
Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII 
PENUTUP

Pasal 11
334

Pembentukan, S~ Orgarusasi clan Tata Keija Dinlll Pertanian ranaman 
Pangan Daerah Tinglcat II ditclapkan dengan Pe11turan Dae11li n~ II clan 
mulai berlaku sctelab mendapalkah pengesahan dari Oubenmr Kepi1a Daerah. 

BAB VI 
SERAHTERIMA 

, .... , 
(l) Penyerahan secma nyala urusan-urusandimaksud Pasal 3 Pc:raturan Dacrah 

ini. dilaksanalcan dengan &elah terima yang menyebutkan bal-bal tentang 
1 kcuangan. ucang piuaang. l>al1DJ-bararw invcnaaris, pepwai-pegawai yang 
. diperbantukan dan atau dipeketjakan kepada Daerah Tmgkat II. 

(l) Penyerahan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilalcukan ,;,leh Qubemur KepaJa , 
Daenlh. 

BAB VJ 
ATIIRAN PERALIHAN 

Pual 10 

Sepanjang penyerahan UIUS8IHUUSan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 · 
Peratwan Daerah ini belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. maka pcngelolaan unisa. urusan tta..rsc:but lelap dilakukan oleh 
GubemurKepala Daemh. 
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BAB VIII 
PENUTUP 

Paallt 



Dengan (terlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi* 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1986 tentang Susunan 
Organisasi dan Tathkerja Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi 
DaerahTingkat l Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah 
dibentuk Dinas Pertaniah Tanaman Pangan Daerah Tingkat II berdasarkan 
.Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
* pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

Semarang, 4 Juni 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA,
ttd

Ir. SOEKORAHARDJO

ttd

ISMAIL
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Dengan lterlakunya Pe11turan Daelah ini, maka Pe11twan Daerah' Propi~ · 
Dacrah Tingkat I Jawa Tcngah Nomor 2 Tahun 1 ~86 te~ · Susuilan 
Orpnisasi clan Tataketja Cabang Dinas Pcrtanian Tanaman Pangan Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah dicabut dandiftfatakan tidak bedakulagi setelah 
dibentuk Dinas Pertaniah Tanaman Pangan Daerah Tingkat II beldasarlcan 
J~eraturan Daerah ini. 

P~l12 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepaqjang mengenai . 
• pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubeinur Kepala Dacrah. 

Pual 13 

Peratur.m Daerah ini mulai ber1aku pada tangga1 cliunwµigkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan 
Pcraturan Daerah ini dcngan penempatannya pada Lembaran Daer.th Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 

Semarang, 4Juni 1992. 

DEWAN PERWAKILANRAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH 
DAERAlf PROPINSIDAERAH TINGKATIJAWA TENGAH 
TINGKAT IJAWA TENGAH 

KETU~ M 
ttd 

Ir. SOEKORAHARDJO IS MA I L 
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya
Nomor 520.33-288 tanggal 11 Maret 1993.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor : 11 Tanggal : 22 Maret 1993
Seri : D No. : 10

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH

ttd

Dia. SOETOMO TJOKROREDJO
Pembina Utama

NIP. 010 024 026.
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Disahkan oleh Men&eri Dalam Neaeri detp1 keputurannya 
Nomor Sl0.33-288 taDgpl l l Man:t 1993. 
Diundangkail da1am LembaranDaerah Propinsi DICDlh Tmgkat I Jawa Ten~ 

Nomor : 11 Tangpl 22 MIid 1993 
Seri : D No. : 10 
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SEKRETARIS WILA YAH/DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

ltd 

Dn. SOETOMO TJOKROREDJO 

Pembina uwna 
NJP. 010 024 026. 



PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA 

TENGAH 
NOMOR: 2 TAHUN 1992

TENTANG

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH DI BIDANG PERTANIAN 

TANAMAN PANGAN KEPADA DAERAH TINGKAT n

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menerima 
sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pertanian. Pelaksanaan 
urusan tersebut disamping sebagai penjabaran kebijaksanaan Pemerintah 
disadari pula bahwa Pertanian khususnya Pertanian Tanaman Pangan 
merupakan kebutuhan yang mendasar dan diarahkan guna meningkatkan 
pendapatan petani, meratakan pembangunan yang berdaya guna, berhasil 
guna bagi kehidupan serta pengembangan masyarakat dalam mencapai 
kemajuan bangsa. Oleh karena itu masalah- masalah yang berkaitan dengan 
Pertanian Tanaman Pangan perlu mendapatkan penanganan yang seksama . 
cepat dan tepat

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kaitannya dengan 
pelaksaan otonomi daerah yang titik beratnya diletakkan pada Daerah 
Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 
5 Tahun 1974, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
perlu menyerahkan sebagian urusan di bidang Pertanian Tanaman Pangan* 
kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa 
Tengah. Dengan demikian penyerahan urusan tersebut sekaligus 
dimaksudkan pula dalam rangka pengisian otonomi yang nyata, dinamis 
dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan daerah 
utamanya di bidang Pertanian Tanaman Pangan.

Adapun penentuan jumlah urusan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat 
II di dasarkan pada kriteria:
1. Sifat urusan yang dibedakan antara urusan lokal dan regional;
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PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT IJAWA 

TENGAB 
NOMOR: 2 TABUN 1992 

TENTANG 

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAB PROPINSI 
'DAERAH TJNGKATIJAWA TENGAH DI BIDANGPERTANIAN 

TANAMAN PANGAN KEPADA DAERAH TINGKAT Il 

L PENJELASAN UMUM. 

Benlasarlc:an Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 
Pemerinaah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menerima 
sebagian urusan Pemerintah Pusat dalain lapangan Pertaruan. Pelaksanaan 
urusao. tencbut disamping sebagai penjabaran kebijaksana;m Pemerintah 
disadari pu1a bahwa Pertanian khususnya Pertanian Tanaman 'Pangan 
merupakan kebutuhan yang mendasar dan diarahkan guna menhlabtkan 
pendapatan petani, rneratakan pcmbangunan yang berdaya guna, berhasil 
guna bagi kehid~~ serta pengembangan . masyarakat dalaJn mencapai 
kemajuan bangsa. Oleh karcna itu masaJaJ\. masalahyang berkahandengan 
Per1anian Tanaman Pangan perlu mendapatkan penanpoanyang seksama . 
cepat dan tepat. 

Sehubungan dengan hal tclSCbut di atas. kaitannya dcnpn 
pelaksaan otonomi dacrah yang litik beratny1 dUctakkaa pada Daemh 
Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Uooang-undang Nomor 
5 Tahun 1974, maka Pemerintah Propin.si Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
perlu menycrahkan sebagian urusan di bidang Pertanian Tanaman Pangan· 
kepada · P.emerintah Kabupaten/K~tamadya Daerah TmaJcat II di Jawa 
Tengah. Dcngan demikian penyerahan urusan tersebut sekaligus 
dimaksudkan pula daJam rangka pengisian otonomi Y,ang nyata, dinamis 
dan bertanggung j~ab yang dapat menjainin perkembangan daerah 
utamanya di bidang Pertanian Tanaman Pangan. 

Adapun penentuanjumlah urusan yang diserahkan kepada Daerah Tangkat 
II di dasadcan pada kritcria : 
I. Sifat urusan yang dibedakan antara urusan lokal clan regional~ 
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2. Nilai strategis yaitu penilaian terhadap suatu urusan yang dikaitkan 
dengan berbagai kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah;

3. Kemampuan Daerah Tingkat II dalam melengkapi sarana-sarana antara 
lain Kepegawaian, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana yang diperlukan;

4. Kemampuan Daerah Tingkat II untuk menerima penyerahan sebagian 
urusan dimaksud.

Kemudian untuk menampung pengaturan penyerhan 
urusan-urusan tersebut dipandang perlu menuangkan dalam Peraturan 
Daerah.

a PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Pdsal2

Cukupjelas.
Kendatipun urusan-urusan Pertanian 
Tanaman Pangan yang telah diserahkan 
kepada Daerah Tingkat II menjadi Urusan 
Rumah Tangga Daerah Tingkat 11, namun 
tanggung jawab pembinaan atas urusan- 
urusan tersebut tetap ada pada Pemerintah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
dengan mengindahkan ketentuan Peraturan 
Perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 3 huruf ag/d 
huruf d

Pasal 4 s/d Pasal 6
Pasal 7

Cukupjelas.
Cukupjelas.
Sebagai unsur pelaksana atas urusan-urusan 
yang telah diserahkan kepada Daerah 
Tingkat 11, rnaka Pemerintah 
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II 
dapat membentuk Cabang Dinas di 
Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 s/d Pasal 13 Cukupjelas.
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2. Nilai strategis yaitu penilaian 1erhadap suatu urusan yang dikaitkan 
dcnpn berbagai kebijaksanaan Pcmcrirtah Propimi Daerah Tingkat I 
JawaTengah; 

3. Kcmampuan Dacrah Tmgkat II dalam mclengkapi saranH8l'8Jl8 antam 
lain Kcpcgawaiaa, Pcmbiayaan, Saram dan Prasarana yang dipedukan; 

4. Kemampuan Daerah Tingkat II untuk mcnerima pcnyerahan sebagian 
urusan dimaksud. 

Kcmudian untuk menampung pcngaturan penycrhan 
urusall6urusan tcrsebut dipandang pcrlu menuangkan dalatn Pcraturan 
Dacrah. 

IL PEN'JELASAN PASAL DEM[ PASAL 
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Pasa1 I 
Pasal2 

Pasal 3 hwuf a Sid 
hwuf'd 

Pasal 4 s/d Pam 6 
Pasall 

Pasal 8 s/d Pasal 13 

Cukup jclas. 
Kendatipun urusan-urusan Pertanian 
Tanaman Pangan yang telah diserahkan 
kepada Daerah Tingkat II menjadi Urusan 
Rurnah Tangga Dacrah Tingkat 11, nanwn 
tanggung jawab perpbinaan atas urusan­
urusan terscbut tetap ada pada PemcriJ11ah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
dengan mengindahkan ketenluan PeralWaD 
Penmdang- wrJangan yang berlaku. 

Cukup jelas . 
. Cukup jelas. 

Sebagai unsur pelaksana ~ urusan-urusan 
yang telah di~erahkan kcpada Daerah 
Tingkat 11, rnaka Pemerintah 
Kabupaten/Kolamadya Dacrah Tingkat II 
dapat membentuk Cabang Dina's di 
Kecamalan berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-wldangan yang bcrlaku .. 

Cukup jelas. 


